
BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN I{OMERING ULU

NOMOR ~ TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR
49 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

a. bahwa dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 49 Tahun 2017 telah ditetapkan penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa sehubunganidengan ,adanya perubahan besaran
Rincian Dana Desa. sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaterr/Kota
Tahun Anggaran 2018, serta surat Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 511.1/9087/SJ perihal
Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018, maka
sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun
2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
Anggaran 20 18.
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4286);

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);

6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang- Undang Nomor 2~ Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

. I
Indonesia Tahun 2014 Nornor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah tkrakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ~entang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor ~3 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (LemlJaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
ten tang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2016 Nomor 541);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 825);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor
8 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2017
Nomor 8);

24. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 49
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TAHUNANGGARAN2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49

Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49), diubah sebagai

berikut:

1. I'asal 1 diubah , schingga rincian Pasal 1 rncnjadi sebagai berikut:

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan
rincian sebagai berikut:
(1.) Pendapatan Daerah : Rp 1.311.835.218.197

(2.) Belanja Daerah : Rp 1.464.212.562.970

Surplus/ (Defisit) : Rp (152.377.344.773)

(3.) Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan : Rp
b. Pengeluaran : Rp

154.027.344.773
1.650.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto : Rp 152.377.344.773

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp
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2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan
Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal2A

Perubahan Lampiran I, Lampiran l.a dan Lampiran II Sub Unit Organisasi
Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Keuangan dan Aset
Daerah (SKPKD) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa128

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini,
ditampung dalam Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, l ~~Art' 2018

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, ~NOn' 2018

, '" :~'. ."

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

1t~
ACH~MIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR.,.~
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